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A. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) dalam Perkara 

Nomor 5/PUU-XV/2017 diajukan oleh Paustinus Siburian, S.H., M.H. 

 

 

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas 

Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 juncto Pasal 

1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH yang berketentuan sebagai berikut:  

 

1) Diktum menimbang huruf b:  

bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan 

menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan 

pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 

digunakan masyarakat; 

 

2) Pasal 1 angka 2: 

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat Islam. 

 

3) Pasal 3 huruf a: 

Penyelenggaraan JPH bertujuan: 

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 

menggunakan Produk; dan 

 

 



  
 

 

4) Pasal 4: 

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 

wajib bersertifikat halal. 

 

 

5) Pasal 18 ayat (2): 

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. 

 

C. BATU UJI 

Bahwa Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 

juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH dianggap Pemohon 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), 

Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak 

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap konstitusionalitas Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, 

Pasal 3 huruf a, Pasal 4 juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH, MK 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa Mahkamah telah membaca dengan cermat Permohonan Pemohon 

serta melakukan sidang pemeriksaan terhadap permohonan dan perbaikan 

permohonan yang diajukan Pemohon. Setelah mencermati dan memeriksa 

dalam persidangan, Mahkamah mengetahui obyek permohonan pengujian 

undang-undang yang diajukan Pemohon adalah UU JPH, yang pada 

pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal. namun Mahkamah 

tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon. 

Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut 

namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih 

lagi, petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon. 

Padahal posita dan petitum permohonan merupakan hal yang sangat 

fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus tiap perkara. 

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat 

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan karenanya 

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

 

 

E. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” 

 

 

 



  
 

 

 

F. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan 

bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 5/PUU-

XV/2017 yang tidak dapat menerima permohonan Pemohon, terhadap 

Pengujian Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 

4 juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH mengandung arti bahwa 

Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
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